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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 46 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG 

MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah perlu dilakukan pengelolaan Barang Milik Daerah 

secara ekonomis, efektif, dan efisien; 

  b. bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 

12B/LHP/XVIII.YOG/04/2023 tanggal 10 April 2023, perlu 

mencantumkan periodisasi pelaksanaan penilaian Barang 

Milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan; 

  c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian 

Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, sehingga perlu diubah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 

2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 
SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

6. Peraturan Gunernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 

Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik 
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Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2020 Nomor 56); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN 

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan 

Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

Pasal 10 

(1) Pejabat Penatausahaan Barang/Pengguna Barang/Kuasa 

Pengguna Barang melakukan Penilaian BMD berupa Aset Tetap 

dan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 

dan huruf c untuk: 

a. barang yang ditemukan fisiknya dan tidak tercatat serta 

tidak diketahui harga perolehannya; 

b. barang dari sumbangan/hibah berupa barang yang tidak 

diketahui harga perolehannya; dan 

c. BMD berupa benda bersejarah yang tidak diketahui harga 

perolehannya. 

(2) Nilai perolehan sementara terhadap barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1,00 (satu rupiah). 

(3) Nilai perolehan sementara terhadap barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1,00 (satu rupiah). 

(4) Nilai perolehan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Terhadap barang dengan harga perolehan sebesar Rp1,00 (satu 

rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan 

dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. 
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(6) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik dengan berpedoman 

pada standar akuntansi pemerintahan. 

(7) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 2 

(dua) tahun setelah pencatatan. 

(8) Biaya yang diperlukan dalam rangka Penilaian BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD. 

(9) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2023 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

BENY SUHARSONO 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 46 
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